Menimbang:

Mrngingat

&‘?{cﬁem wr Provinsi Dacrak S Rusus
kol - Jakarla

PERATURAN GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 69 TAHUN 2011
TENTANG
STANDAR BIAYA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMHA ESA

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a.

L

bahwa daldm rangka pelaksanaan kegiatan pada SKPDIUKPD, periu diatur
mengenai pemberian honorarium terhadap pejabatpanitia pengadaan
barangfjasa, pejabatipenerima hasil pekerjaan, pegawai yang melaksanakan
lembur dan pegawai yang menghadiri kegiatan/rapat serta bagi pegawai

atau profesional yang menjadi narasumber dan moderatar dalam acara
seminar/sosialisasi: -

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hury! 4
sela dalam rangka efektivitas dan lettib  administrasi penoelslaan

keuangan daerah perly menelapkan Peraturan Gubernur lenlang Standar
Biava;

Undang-Undang Nomar 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Megara,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Nenara

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangmndangan;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengatalaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemennlahan Dasah
sebagaimana telah beberapa &at diubah terakhir dengan Undang-i linlzing
Nomor 12 Tahun 2008:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 lenlang Pemerintaban Provias|
Daerah Khusus Ibukota Jakaria sebagai lbukota Negara Kesaiun
Republk Indonesia:



Menatapkan |

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

. Peraturan Pemerintah Momor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomar 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemenntah,

Peraturan Presiden Momor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar
Biaya Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah:

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi F‘eréngka:
Daerah;

Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2008 lentang Penatausahaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara serta Penyampaiannya:

Peratluran Gubernur Momor 83 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis
Tata Cara Verifikasi Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BlAYA,

BAE |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan |

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukola Jakaria.

2. Pemerintah Daerah adalsh Guberur dan Perangkat Daerah sebaga

unsur penyelenggara Pemearintaban Daerah,

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus |bukola

Jakarla,



10.

11.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Unit Kerja Perangkat Daerah yang sclanjutnya disingkat UKPD adalah Unit
Kerja atau bagian alau subordinat dar SKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebul DPA-
SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
Pengguna Anggaran.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat
pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran uniuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjulnya disingkat KPA adalah
Pejabat yang diberi kuasa untul: melaksanakan sebagian kewenangan
Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
SKPD.

Standar Biaya adalah Besaran biaya yang ditelapkan sebagai acuan
perhitungan kebutuhan biaya tertinggi kegiatan di SKPD/UKPD,

Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pekerjaan dengan
mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Kerja Lembur adalah Bekera di luar jam kerjalwaktu kerja normal yang
telah ditetapkan oleh Gubermur Provinsi Dasrah Khusus Ibukota Jakarta,
BAB Il
PRINSIP

Pasal 2

(1) Perencanaan, pelaksanaan dan peranggungjawaban standar biaya kegiatan

SKPD/UKPD dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berkut -

efisiensi:
efektivitas:
terukur:
akuntabel;
transparan; dan
tertib administrasi.

~panow

(2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. efisiensi berarti bahwa perencanaan alokasi anggaran standar biaya
SKPD/UKPD harus sesuai dengan kebutuhan nyata:

b. efektivitas berarti bahwa pelaksanaan  standar biaya, kegiatan
SKPD/UKPD mempunyai kontribusi lerhadap daerah dan sesuai
dengan larget yang telah ditetapkan:

c. terukur berarti bahwa setiap pelaksanaan standar biaya kegiatan
mempunyai hasil yang jelas dan nyata;

d. akunlabel berarti bahwa perencanaan dan pelaksanaan standar biaya
kegiatan dapat dipertangigungjawabkan baik secara leknis maupun
administrasi:

e. lransparan berarli perencanaan, pelaksanaan dan peranggungjawaban
standar biaya bersifat terbuka; dan



f tertib adminislrasi berarti bahwa perencanaan. pelaksanaan dan
pertanggungjawaban standar biaya dilakukan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan didukung dengan bukti yang dapat
dipertanggungjawabkan,

BAB 11
RUANG LINGKLUIP
Bagian Kesalu
Jenis/iBenluk
Pasal 3
Slandar biaya mencakup :
honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa:
honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan:
uang lembur;
uang makan lembur;

uang Perjalanan Kegiatan Dalam Kota: dan
honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis.

~eanoo

Bagian Kedua
Henorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 4
(1) Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada

pegawai yang diangkat oleh penggunalkuasa pengguna anggaran uniuk
melaksanakan pemilihan penyedia barangfjasa.

(2) Panitia pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya 3 (tiga) arang.

(3) Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa diberikan per paket
pekerjaan.
Bagian Ketiga
Honorarium Pejabat/iPenerima Hasil Pekerjaan
Pasal 5
(1) Honorarium pejabat/penerima hasil pekerjaan diberkan kepada pegawai
yang diben tugas untuk menerimalmemeriksa barang/jasa, yang diserahkan
selelah pekerjaan pengadaan barangfjasa dilaksanakan sesuai dengan

kelentuan peraturan perundang-undangan

(2) Honorarium  pejabat/penerima  hasil pekerfaan  diberikan per  paket
pekerjaan,



LA

Bagian Keempat
Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

Pasal 6

(1) Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai yang melakukan kerja
lembur berdasarkan surat perintah dari PAJKPA,

(2) Kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bekerja di luar
jam kerja/waltu kerja kedinasan yang telah ditetapkan oleh Gubernur

{3)Kena lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan
untuk pekerjaan yang sifalnya sangal penting atau mendesak, yang
pelaksanaannya tidak dapat ditangguhkan serta tidak dibiayai honorarium
kegiatan,

Pasal 7

Uang makan lembur merupakan uang makan yang diberikan pada saal
pegawai melakukan kerja lembur pada jam tertentu.

Pasal 8

Pemberian uang lembur dan uang makan lembur dilakukan sebagai berikut

a. lembur pada hari kerja :

1. lembur di atas pukul 16.00 sampai dengan pukul 19.00 hanya diberikan
uang lembur; atau

2. lembur di atas pukul 19.00 sekurany-kurangnya 45 {empat puluh lima)
menit diberikan vang lembur dan uang rmakan lembur

b. lembur pada hari Sabtu/Minggu/hari libur :

1. lembur paling lambat dar pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00
diberikan uang lembur dan 1 (satu) kali uang makan lembur:

2. lembur paling lambat dari pukul 0B.00 sampai dengan pukul 19.00
diberikan uang lembur dan 2 (dua) kali uang makan lembur; atau

3. lembur paling lambat dari pukul 08.00 sampai dengan paling cepat

pukul 21.00 diberikan uang lembur dan 3 (tiga) kali uang makan
lembur

Pasal 9
Lembur dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut

a. perintah lembur ditetapkan dengan Surat Tugas PAKPA:

b dalam Surat Tugas Lembur secara jelas disebutkan Pegawai yang
ditugaskan lembur harus sesuai dengan tugas sehari-hari atay mempunya
kompetensi untuk melaksanakan tugas lembur;

C. petugas lembur mengisi daftar hadir lembur; dan

d. melaparkan hasil lembur kepada PAKPA paling lama 2 (dua) hari kerja
setelah selesai kerja lembur



Pasal 10

Seliap pegawai pada SKPDIUKPD hanya diperkenankan kerja lembur paling
banyak 20 (dua puluh) jam per bulan

Pasal 11

Jumiah keseluruhan alokasi dana untuk uang lembur dalam 1 (satu) tahun
sebagal berikut :

4. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung sampa
dengan Rp 500 juta paling banyak sebesar Rp 25 juta:

b. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas
Fp 500 jula sampai dengan Rp 1 miliar paling banyak sebesar Rp 50 juta;

c. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas
Rp 1 miliar sampai dengan Rp 5 miliar paling banyak sebesar Rp 100 juta;

d. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas
Rp 5 miliar sampai dengan Rp 10 miliar paling banyak sebesar Rp 150 juta;

e. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas
Rp 10 miliar sampai dengan Rp 15 miliar paling banyak sebesar Rp 1875 juta;

. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas
Rp 15 miliar sampai dengan Rp 20 miliar paling banyak setesar Rp 200 juta;

g. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas
Rp 20 miliar sampai dengan Rp 50 miliar paling banyak sebesar Rp 225 juta;

h. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di alas
Rp 50 miliar sampai dengan Rp 100 miliar paling banyak sebesar Rp 250 juta,
dan

i. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas
Rp 100 miliar paling banyak sebesar Rp 250 juta.

Pasal 12

Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk uang makan |embur dalam 1 (satu)
tahun sebagai berikut : T

a. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung sampa
dengan Rp 500 juta paling banyak sebesar Rp 25 juta:

b. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas
Rp 500 juta sampai dengan Rp 1 miliar paling banyak sebesar Rp 50 juta;

€. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas
Rp 1 miliar sampai dengan Rp 5 miliar paling banyak sebesar Rp 100 juta;

d. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas
Rp 5 miliar sampai dengan Rp 10 miliar paling banyak sebesar Rp 150 juta;

e. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas
Rp 10 miliar sampai dengan Rp 15 milar paling banyak sebesar Rp 1875 juta;

f. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas
Rp 15 miliar sampai dengan Rp 20 miliar paling banyak sebesar Rp 200 juta;

9. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas
Rp 20 miliar sampai dengan Rp 50 miliar paling banyak sebesar Rp 225 juta;

h SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas
Rp 50 miliar sampai dengan Rp 100 miliar paling banyak sebesar Rp 250 juta
dan

I. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas
Rp 100 miliar paling banyak sebesar Rp 250 juta.

Pasal 13

Alokasi anggaran uang lembur dan uang makan lembur yang tersedia pada
SKPD/UKPD dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai kebutuhan dan
bukan merupakan anggaran yanq harus dipergunakan sefluruhnya



=

Bagian Kelima
Uang Perjslanan Kegiatan Clalam Kota
Pagal 14

(1) Uang perjalanan diberikan kepada pegawai yang diundangfmenghal_:w
ditugaskan dalam kegiatanfrapat di luar kantor dalam wilayah Provinsi
Daerah Khusus |bukota Jakarta.

(2) Uang perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diberkan dengan
kelentuan :

a. tidak memiliki/menggunakan kendaraan dinas;

b. disertai surat lugasiundangan;

c. tidak bersifal rutin;

d. membuat laporan hasil rapat/pelaksanaan tugas;

e. jarak dari kantor ke tempat tugas lebih dani 5 (lima ) kilometer; dan

f. 1 (salu) orang pegawai maksimal dibarikan uang perjalanan paling
banyak 2 (dua) kali dalam sehari.

Bagian Keenam
Honorarium Seminar/SosialisasifBimbingan Teknis
Fasal 15

(1) Honorarium seminar/sosialisasibimbingan teknis diberkan kepada profesional,
pejabat, pegawai yang menjadi narasumber atau moderator pada kegiatan
SKPDIUKPD,

(2} Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per
jam dan untuk penyusunan makalah seminar/sosialisasilbimbingan teknis
diberikan per kegiatan.

Pasal 16

Jumiah keseluruhan alokasi dana untuk perjalanan kegiatan dalam kota
1 (salu) tahun sebagai berikut :

a. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung sampai
dengan Rp 500 juta paling banyak sebesar Rp 25 juta;

b. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas
Rp 500 juta sampai dengan Rp 1 miliar paling banyak sebesar Rp 50 juta,

c. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas
Rp 1 miliar sampai dengan Rp 5 miliar paling banyak sebesar Rp 100 juta:

d. SKPDJUKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas
Hp 5 miliar sampai dengan Rp 10 miliar paling banyak sebesar Rp 150 juta:

e. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas
Rp 10 miliar sampai dengan Rp 15 miliar paling banyak sebesar Rp 187,5 Juta,

f. SKPD/UKPD dengan rnilai pagu anggaran belanja langsung di atas
Rp 15 miliar sampai dengan Rp 20 mitiar paling banyak sebesar Rp 200 juta:

9. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas
Rp 20 miliar sampai dengan Rp 50 miliar paling banyak sebesar Rp 225 juta;

h. SKPD/UKPD dengan nilai pagu anggaran belanja langsung di atas
Rp 50 mvliar sampai dengan Rp 100 miliar paling banyak sebesar Rp 259 juta,
atau

i. SKPD/UKPD dengan rial pagu anggaran belanja langsung o atas
Rp 100 miliar paling banyak sebesar Rp 250 juta



BAB IV

PENGANGGARAN DAN BESARAN STANDAR BIAYA
Pasal 17

Alpkasi anggaran standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dialokasikan pada DPA SKPD/UKFD.

Pasal 18
Besaran standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercanium
dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB W
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakaria
pada tanggal 23 Juni 2011

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKDTA JAKARTA,

Diundangkan di Jakarla
pada tanggal 30 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

V73

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 74



Lampiran : Peraturan Gubernur Frovinsi Daerah Khusus
|lbukota Jakara

Nomor 69 TAHUN 2011
Tanggal 23 Juni 2011

BESARAN STANDAR BIAYA

Mo Liraian Satuan Biaya [Kclera ngan

I | Honorarium PejabalPaniia Pengadaan BaranglJasa

1. Pejabal Pengadaan Barang/Jasa orang/paket 250.000

2 Panilia Pengadaan Barang/Jasa

a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta orang/pakal 310.000
4. Nilal pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 jula orang/pakel 435.000
c. Milai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta oang/pake! 560.000
@ Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miiar ofang/pakel 685000
& Nilai pagu dana di alas Rp 1 miliar 5.d. Rp 2.5 miliar orang/paket 870.000
. Nilai pagu dana di atas Rp 2.5 miliar 5.d. Rp 5 miliar orang'paket 955.000
| 9 Nilai pagu dana di atas Ap 5 miliar s.d. Rp 10 miliar orang/pake! 1.120.000
| h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar orang/pakeal 1.370.000
[ I Milai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar orang/paket 1.495.000
| I Nilai pagu dana di alas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar orang/paket 1.620.000
| k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar orang/paket 1.745.000
| I Nilal pagu dana di atas Rp 100 miliar 5.d. Rp 250 miliar arang/paket 2.055.000
| m. Nilal pagu dana di atas Rp 250 miliar £.d. Rp 500 miliar ocrang/paket 2.180.000
| N Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar 5.0, Rp 750 miliar orang/pakel | 2 305.p00
| o Miiai pagu dana di alas Rp 750 miliar s.d, Rp 1 triliun arang/pakel 2.430.000
P Nilai pagu dana di atas Rp 1 trilun

Of ang/pake 2.805.000 |

Pangadaan barang Rp 50 juta s.d. Hp 500 jula alau jasa

orang/nakal 260,000 |
I konsultan Rp 50 juta s.d. Rp 200 juta
*  Pengadaan barang i atas Rp 500 juta atau jasa kansultan di orang/paket 350.000
atas Rp 200 juta |
| Wi [ Uang lembor ——— I =
[
L Golongan | arangam 7000
< Gelongan || crangfjam | 9.000
i Golangan Il arang/jam 1000 |
[ ¢ Golongan IV I‘ orang/jam 13.000 I
el SR
| Uang Makan Lembur orang/makan 20000
v i Uang Penalanan Kegialan dalam Kola | canghan | Twooo]

N —

== E= |
——

11| Henoranum PejabalPaniis Serah Terima Pekerjaan o '

{
|
|
|
|

i
|
|
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Mo

Uraian

Saluan Biaya Kelerangan

Vil Honararium Saminar!SmisJi:thEimhhgnn Teknis
|

Tal

MNarasumbar

I PenceramahenyajiMNarasumber

a Profesional
b Eselon I/Pajabal Negara
c Esalon il
d Eselon I
a Esalon IV ke bawah
<  Moderator

Honorarium  Penyusunan Makalah
Bimbingan Teknis

erangjam 1.400.000

orangjam 1.150.000
arangfam 850,000
orang/lam T00.000
orangfiam G00.000
orangjam 575.000

Seminar/Sosialisasi/ orangkeq 1.000.000

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUsS
IBUKQTA JAKARTA,
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